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BUPATI MALUKU TENGAH
| PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
| NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHANTUNJANGAN
KARENA KELANGKAAN PROFESI
TENAGA DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM,
DOKTER GIGI DAN PENATA ANASTHESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu diberikan Tambahan Tunjangan Kelangkaan Profesi
Dokter Spesialis, Dokter Unium, Dokter Gigi dan Penata Anasthesi
Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku
Tengah; |

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang -Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik
Indqnesia- Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 1645);

Uﬁdang-Undang ~Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negafa Republik Indonesia Nomo 5063);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rurnah Sakit
(Leri'!'lbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

'beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 utentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Keseh}atan (Lembaran Negara Republik I_ndones1a Tahun 1996
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomolr 3637);

Pera.tlzlran Menteri Kesehatan Nomor 1141/MENKES/PER/2010
tent‘a“r';g Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010
tentang Klasifi kasi Rumah Sakit; |
Peratft.‘f}ran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Jf’embe:ntukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonésia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

) tenta:cfg Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Repubhk Indonesia Tahun 2018 Nomor 198);
Peraturan Menteri Kesehatan Normmor 16 Tahun 2017 tentang
Penuggsan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung
Program Nusantara Sehat;
|
|

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATU?AN BUPATI TENTANG TAMBAHAN TUNJANGAN KARENA
KELANGKAAN PROFESI TENAGA DOKTER SPESIALIS, DOKTER
UMUV, IDOKTER GIGI DAN PENATA ANASTHESI LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH.
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i ) Pasal 1
| _

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
Pémera'intah Daerali adalah Kepala Daerah sebagai unsur
pényelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan

,urusan pemerintahan yang menjadi’ kewenangan Daerah Otonom.

Bupatl adalah Bupati Maluku Tengah.
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ft; Dinas i{esehatari adalah Dinas Kesehatan Kabupatien, Maluku
Tengah.

3. Pega[wai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah
Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna
melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembanguhah yang
bers:f at . teknis operasxonal dan adrr11n1stras1 dengan kebutuhan

. dan kemampuan organisasi.

6. Dokter adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter

1Speeuahs Lulusan pendidikan Kedokteran atau Kedokteéran

Gigi &ba1k didalam maupun di luar Negeri yang diakui oleh

Gigi

’ Pemenntah Republik Indones1a sesuai dengan ketentuan
Perurlldang—undangan yang berlaku.

7. Bidan adalah sedrang perempuan dari Pendidikan Bidan yang
telah! teregistrasi sesuai dengan peraturan Perundan§>u'ﬁdangan,
yang berlaku '

8. Dokter sebagai PIT adalah. dokter yang bukan Pegawai Negeri Sipil
di angkat oleh Pejabat yang berwenang pada Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk selama masa penugasan.

9. Bidan sebagai PTT adalah Bidan yang bukan Pegawai Negen Sipil,
dlangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
.pekeij'aan sebagai Bidan dalam rangka pelaksanaan f)rdgram
Pemermah '

10. Penata Anasthesi adalah Prof esional Kesehatan yang mengelola

 dan momtor Anasthesi dan mengelola pa31en sebelum, selama dan
' segera setelah prosedur medis atau pembedahan
11. Daerah Tertinggal adalah Daerah Kabupaten yang relatif kurang
‘ ‘berkerlpba'ng di bandingkan Daerah laiti dalam skala Nasional dan
| berplertidudlik relatif tertinggal.

12, Orgiani\isasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD

' adalahl perangkat daerah pada pemerintahan daerah Kabupaten
Malukt‘;‘l Téﬂgah selaku pengguna anggaran/barang.

| Pasal 2

(1) Ruang| Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah Pemibetian
Tambahan Tunjangan karena Kelangkaan Profesi Tenaga Dokter .
SpeSialis, :D‘c)kter Umum, Dokter Gigi dan Penata Anasthesi,
Dokter ¢ Pegawéu Negeri Sipil, dan Dokter Nusantara S ehat.
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2) Periiberian Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan berdasarkan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 3

Pemberian Tambahan Tunjangan kerana Kelangkaan Profesi

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diberikan setiap bulan

sebagai berikut :

Besaran Besaran
Nama Puskesmas / Kecamatan ~ Tambahan Tambahan
< TunJangal:l Regawm Tunjangan
L Negeri Sipil Nusantara Sehat
I. Kota Masohi _
1. RSUD. Masohi Rp. 3.500.000,- Rp. 4.000.000,-
2. Puskesmas Masohi Rp. 3.500.000,- Rp. 4.000.000,-
3. Puskesmas Letwaru Rp. 3.500.000,- Rp. 4.000.000,-
I Amahai
1. Puskesmas Perawatan Amahai Rp. 3.500.000,- Rp. 4.000.000,-
2. Puskesmas Perawatan Tamillouw |Rp. 3.500.000,- | Rp. 4.000.000;-
Im. Teon Nila Serua
1. Puskesmas Perawatan Layeni Rp. .3.500.000,- Rp. 4.000.000,-
0. Puskesmas Rumday Rp. 3.500.000,- Rp. 4.000.000,-
IV. Teluk Elpa Putih | ‘ ‘
" Puskesmas Perawatan Sahulauw Rp. 3.500.000,- Rp. 4.000.000,-
V. Tehoru
Puskesmas Perawatan Tehoru Rp. 3.500.000,- Rp. 4.000.000,-
VI Teluti ’
- 1. Puskesmas Tehua Rp. 3.500.000,- Rp. 4.000.000,-
2. Puskesmas Perawatan Laimu Rp. 3.500.000,- Rp. 4.000:000,-
VIL Séparua
1. RSUD. Saparua Rp. 3.500.000;- Rp. 4.000.000,-
2. Puskesmas Saparua Rp. 3.500.000,- Rp. 4.000.000,-
3. Puskesmas Booi-Paperu Rp. 3.500.000,- Rp. 4.000.000,-
. 4,Puskesmas Portho-Haria Rp. 3.500.000,- Rp. 4.000.000;-
VIIL Saparua Timur
1. Puskesmas Hatawano Rp. 3.500.000,- Rp. 4.000.000,-
2. Puskesmas Jazteng Rp. 3.500.000,- Rp. 4.000.000,-
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IX Nusalaut _
Puskesmas Perawatan Ameth | Rp.
X. Pulau Haruku I
1. Puskesmias Perawatan Pelauw Rp.
2. Pusk. Perawatan Haruku-Sameth |Rp.
XL Lelhltu ! |
1. Puskesmas Perawatan Hitu Rp.
2. Puskesmas Pera}watan Hila Rp.
3. Puskesmas Negéeri Lima Rp.
XL Leihitu Barat
Puskesmas Perawatan Allang Rp.
XIIL Salahutu - | |
1. Puskesmas ’I"uleihu ‘Rp.
2. Puskesmas Pera;watan Waai Rp.
3. Puskesmas Peréwatan Suli Rp.
Xiv. Seram Utara
Puskesmas Perawa;tan Wahai Rp.
XV. Seram Utara Bafjat
1. Puskesmas Perawatan Pasanea Rp.
. 2. Puskesmas Saléman Rp.
XV Seram Utara Timur Kobi
L Puskesmas Pasahaﬁ B Rp.
2. Puskesmas Peréwatan Morokay Rp.
XVII Seram Utara Tlmur Seti
Puskesmas Perawatan Pasahari A Rp
XVIIL Banda 4 ,
1. RSUD. Banda | Rp.
2. Puskesmas Walang Rp.
3. Puskesmas Waer Rp:
XIX. Dokter Intensip | ‘
1. RSUD. Masohi | Rp.
2. RSUD. -Saparua1 Rp.
3. RSUD. Banda Rp.
4. Dokter Intensip Puskesmas di
Kecamatan Salahutu Rp.

3.500.000,-

3.500.000,-
3.500.000,-

3.500.000,-
3.500.000,-
3.500.000,-
3.500-000,-
3.500.000,-
3.500.000,-
3.500.000,-

3.500.000,-

3.500.000,-
3.500.000,-

3.500.000,-
3.500.000, -

3.500.000,-
4.500.000,-
4.500.000,-
4.500.000,-
2.250.000,-
2.500.000,-

2.750.000,-

2.500.000,-

4.000.000, -

4.000.000,-
4.000.000,-

4.000.000,-
4.000.000,-
4.000.000,-
4.000.000,-
4.000.000,-
4.000.000,-
4.000.000,-

4.000.000,-

4.000.000,-
4.000.000,-

. . 4.000.000,-

4.000.000,-
4,000.000,-
4.000.000,-

4.000.000,-
4.000.000,-
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XX,

XXIL
XXIIL

XXIV.

XXVI.

XXVIL

Sipil:

©® NG AW e

Dokter Speéia.lié Pegawai Negeri
. Penyakit Dalam“l

. Penyakit Anak |

. Bedah o

Obstetri dan Ginekologi

Anasthesi |
Radiologi

Mata

Neurologi
Patologi Klinik

. Andrologi

. Patologi Anatomi
. Forensik |

. Bedah Mulut
Dokter Spesialis
Kategori I

Dokter
Kategori II

Dokter Umum/Gigi Paruhi Waktu

Paruh Waktu

Spesialis Paruh Waktu

Dokter Umum/ Gigi Paruh Waktu
di Kecamatan Banda,Pustu Lauma
Kasuari,Pustu Titawai dan Pustu
Lisabata Timur

Dokter . Penugasakan  Khusus
residen Senior Spesialis
Pendayagunaan Dokter Spesialis

1. RSUD. Masohi

2. RSUD. Saparua

3. RSUD. Banda

Dokter
Umum/Gigi Penugasan Khusus
Daerah Sangat Terpencil

Bésaran - Gaji/Insentif

21.250.000,-
21.250.000,-
21.250.000,-
21.250.000,-
21.250.000,-
18.000.000, -
18.000.000, -
18.000.000,-
18.000.000, -
18.000.000,-
18.000.000, -
18.000.000,-
18.000.000,-
18.000.000,-
5.000.000,-

Rp. 10.000.000,-

Rp. 3.500.000,-
Rp. 4.000.000,-

Rp. 7.500.000,-

Rp.
Rp.
Rp.

12.500.000,-
15.500.000,-
17.500.000,-

Rp. 5.000.000,-

Rp. 10.000.000,-
Rp. 3.500.000,-
Rp. 4.000.000,

Rp. 7. 500.000,-

12.500.000,-
15.500.000,-
17.500.000,-

11.181.000,-




Il Besaran Gaji'/Insentif Dokter Rp. 8.595;000,- |
Umum/Gigi Pe:nugasan Khusus
Daerah Terpencil |
XXIX. Besaran Ga ji/Insentif Dokter ' Rp. 5.766.000,-

Umum/Gigi Penugasan Khusus
Daerah Biasa ,
XXX. Insentip Penata Anasthesi Rp. 7.500.000,-

Pasal 4

(1) Kepala: Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah melakukan
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas profesi atau kinerja
Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Penata Anasthesi
penerifna tun jangan.

(2) Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Penata Anasthesi
penerima Tambahan tunjangan yang tidak melaksanakan tugas
pelayanan profesi secara baik, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Maluku Tengah melakukan tindakan Tahapan teguran secara patut
sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah dapat melakukan
pemberhentian pemberian tambahan tunjangan.

Pasal 5
‘Tambahan tunjangan sebagaimana di maksud dalam Peraturan
Bupati ini diberikan kepada tenaga Dokter Spesialis, Dokter Umum,
Dokter Gigi dan Penata Ana;sthesi yang bekerja di sarana kesehatan
Pemerintah Daerah Maluku Tengah.

Pasal 6
(1) Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Penata Anasthesi
karena pertimbangan pelayéﬁan kesehatan pada sarana Pemerintah
Daerah Kabupaten Maluku Tengah dapat dimutasikan.
(2) Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Penata Anasthesi
berkewajibari melaksanakan tugas profesi sesuai dengan program

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

V'3 4




B Pasal 7.

Pada saat berliakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati
Nomor, 02 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kese jahtefaan / Insentif
Dokter Spesialis, Dokter Umum, Doktér Gigi dan Penata Anésthesi
ngkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dinyatakan tidak
berlaku,

! . Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
| - | .
Agar 'setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
_f’eraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah
‘Kabupaten Maluku Tengah.
|
|  Ditetapkan di Masohi
| pada taniggal W Januari 2021

)

Diundangkan di Masoﬁi
pada taniggal =~ Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH

é MALUKU TENGAH, |

RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 8)-512




